
NOMOR82

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR79 TAHUN2020

TENTANG

TAHUN2020

TEKNISPEMBERIANGAJI KETIGABELASBAGIPEGAWAINEGERI SIPIL
DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga
Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Dan
Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu dibentuk Peraturan
Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang 2
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 ten tang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang
Administrasi Pemerintaban (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintab Nomor 44 Tabun 2020 tentang
Pemberlan Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurlt Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri
Sipil Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6545).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGTEKNISPEMBERIANGAJI
KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerlntah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai un sur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Pegawai Negerl Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalab warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

3. Tunjangan adalab Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada
karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

4. Gaji adalab hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dati pemberl keIja kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu peIjanjian keIja, kesepakatan atau peraturan
perundang-undangan.



3

5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen
yang digunakanf diterbitkan oleh pengguna anggaranfkuasa pengguna
anggaran yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atas beban
pengeluaran DPA-SKPD.

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnyadisebut SP2D adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)berdasarkan SPM.

BABII
PEMBERIANGAJI KETIGABELAS

Pasal2

(1) PNS diberikan Gaji Ketiga Belas.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNS.

(3) PNSsebagaimana pada ayat (1)tidak termasuk PNSyang sedang menjalani
cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah
daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal3

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2)diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima
karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan
selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

Pasal4

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan
bagi PNSpaling banyak meliputi :
1. gaji pokok;
2. tunjangan keluarga; dan
3. tunjanganjabatan atau tunjangan umum.

(2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan
bagi Calon PNSpaling banyak meliputi :
1. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. tunjangan keluarga; dan
3. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal5 4
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Pasa15

(1) Besaran Penghasi1an sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 3 ayat (1) tidak
dikenakan potongan iuran danl atau potongan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 3 ayat (1) dikenakan
pajak penghasilan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah.

BABIII
PEMBAYARANGAJI KETIGABELAS

Pasa16

(1) Gaji Ketiga Belas untuk PNS dibayarkan pada bulan Agustus.

(2) Da1am ha1 Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasa1 7

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa18

Apabila PNSmenerima kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas dari yang telah
ditentukan, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib
mengemba1ikan kepada negara mela1ui Kas Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BABIV
PENDANAAN

Pasa19

Pendanaan pemberian Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasa110

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Maja1engka Nomor 27 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas
Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maja1engka (Berita Daerah
Kabupaten Maja1engka Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasa111 5
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Pasa111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabtipaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2020 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
~ ~UPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003
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